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TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Menimbang - a. Bahwa Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta memerlukan petunjuk pelaksanaan
untuk menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dengan fokus
pada tujuan, sasaran dan indikator pencapaian dalam mewujudkan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta;

b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBK/WBBM) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Mengingat © 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak
Pidana Korupsi;

6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara,

8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;



Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Kedua

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
754/KMA/SK/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta;

Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana terlampir;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini;

Ditetapkan di - Jakarta.
Pada Tanggal o Januari 2021
KETUA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA,

IRHAMTO, S.H.
NIP. 19650223 198603 1 004



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR  :W2.TUN.1/ \3:2-A/OT.01.3/1/2021
TANGGAL : 1t JANUARI 2021

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI PADA PENGADILAN TATA USATIA NEGARA JAKARTA

BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi yang dibangun pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta
merupakan salah satu langkah awal penataan terhadap sistem penyelenggaraan peradilan
yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan
yang prima bagi masyarakat. Targetnya adalah tercapainya tiga sasaran utama yaitu: (i)
peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kelembagaan; (i) pengadilan yang bersih dan
bebas KKN: (iii) serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mempercepat
pencapaian sasaran tersebut, perlu upaya konkret yaitu melaksanakan program reformasi
birokrasi pada PTUN Jakarta melalui upaya pembangunan zona integritas. Terkait dengan
itu. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah
menetapkan pedoman pembangunan Zona Integritas melalui Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuiu Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Untuk lebih memfokuskan
pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di PTUN Jakarta, maka perlu disusun petunjuk
pelaksanaannya.

B. Maksud dan Tuiuan

Petunjuk pelaksanaan dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan bagi PTUN Jakarta dalam
membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Fokus pembangunan pada 6 (enam)
aspek yakni: (i) mana,emen perubahan; (ii) penataan tata laksana; (iii) penataan manajemen
SDM: (iv) penguatan pengawasan; (v) penguatan akuntabilitas kinerja; dan (vi) peningkatan
kualitas pelayanan publik. Pembangunan keenam aspek tersebut mengarah pada
pencapaian komponen hasil yaitu terwujudnya peradilan yang bersih dan bebas KKN
serta meningkatnya kualitas pelayanan publik.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk pelaksanaan ini meliputi: penajaman tentang tujuan, target dan indikator
keberhasilan dari masing-masing komponen dalam pembangunan Zona Integritas yang
terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil.

D. Pengertian Umum
Dalam petunjuk pelaksanaan iniyang dimaksud dengan:

1. Zona Integritas  (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi
pemerintahan/lembaga yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk
mewujudkan WBK/WBBM  melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal
pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit
kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana,



Pembangunan Komponen Hasil

Pembangunan komponen hasil berupa peradilan yang bersih dan bebas dari KKN serta
peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan Target Indikator Keberhasilan
Pembangunan ZI menuju a. Terwujudnya a. Nilai persepsi
WBK/WBBM pengadilan yang (survey eksternal)

bersih dan bebas b. Presentase
dari KKN Penyelesaian TLHP
b. Terwujudnya c. Nilai persepsi
peningkatan kualitas pelayanan
kualitas publik (survey eksternal)
Ditetapkan di . Jakarta.
Pada Tanggal . f| Januari 2021
KETUA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA,

IRHAMTO, S.H.
NIP. 19650223 198603 1 004



